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lSI Rn~GK.ASAN : 
TIi 	 d~lpm penelitian k~li ini dijumpal beberapa permasalahan, yeltu : 
1. 	Kendala-kenoRla app yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksana­
ken SK. r·~('nkE'u No. Kep 38/MK/IV/2/1972 dan SK. Menter Perdagangan 
dan Kopprasi No. 34/KP/II/1980 ? 
2 • .ApEkah 	 pr;:~ktek perjanjian sewa beli sesuai deng~n pengaturan per­
janjian padc. umumnya dalam KUH Perdata ? 
sedangkan tujuan daripada penelltian in! adalah : 
1. 	Mendapatkan informasi secara jelas mengenai lembaga sewa beli yang 
terjadi dalam prcktE'k, karena lembaga ini merupakan jenis perjanjian 
baru di luar YUH perdata; 
2. 	r·lengetahui apakah lembaga sewa beli ini tidak bertentangan dengan 
RUH rerdat~:;, yang sekDrang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terha­
dap dunia usaha saat ini. 
Peneli tien ini ber[dfat deskriptif anali tis dengan menggunakan metode 
deduksi. Sedangk2n data yang dipergunakan sebagai acuan dalam peneli­
tien ini, DPrupn data rrimer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dari informasi yang berkaitan dengan kegiatan sewa beli dalam praktek. 
Data tE'rsebut diperoleh melalui wawancara secara bebas dan terbuka 
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yang berkaitan deng8n obyek masalah. sedangkan data sekunder dipero~ 

leh dari bah an kepustakaan yang berkaitan dengan obyek masalah. Se­

lanjutnya data primer dan 'data sekunder yang oerhasil dikumpulkan a­

ken dian?lisa ~eC8r8 kualitatif. Dalam analisa data ini tidak diper­

lukan metodp perhitung~n/stBtistik. 

Ternyat," perj<'lDJHm sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan 
tidFk dijurnpai dp,lam S8tu pasalpun di KUH perdata maupun peraturan per­
undang-und;: nGan lainnya. !';amun demikian praktek yang ada mengenai sewa 
beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1)
KUH }'erdata diffiana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta 
diperbolehl<2,n, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 
KUH 13erdat8, yFitu bahwe untuk membuat suatu perjanjian sew a beli harus 
cda k~:ta sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus c~ 
kap dalnm membu~t perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa 
yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa 
beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Kopera­
si rD. 34/KP/rr/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat' per 
janjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pi-­
hek adalah untuk mpmperoleh"pemilikan suatu barang disatu pihak dan kei­
nginan untuk rnemperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan 
sejurnlah unne tertentu. ~~n yang diberikan dala~ penelitian kali ini 
~da18h mengcnai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya ti­
dek hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi biea lebih 
ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undan~ 
Undang. D81am rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya 
dipikirk~n juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengi­
"ngat perkemb~ng8n duni<:> usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat 
sesuai kebutuhaTI masyarakat. 
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